LEMBARAN - DAERAH
' KABU”ATEI\ - REMBALG

NOMOR . 1 TAEUK 1906 £kl <

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAY TINGIAT I
_ REMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 1580

TENTANG
PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN KAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il REMZANG

Menimbang @ 1. bahwa guna menunjanz pelaksanaan pemba-

‘ = - -ngunan di dacrah khususnya dan Pemban_unan
I konom Nasiopal nmumnya maka dipand:ng
per u didiiikan Aneka Peruszhaan  Daerzh
Jallau disingkat Aneka Perusda Rembang ;

2; b,’a]i\\'a untuk menjamin keseragaman dan
. adanya landusan yang kuat dalam hal pendi-
rian Aneka Perusahaan’ Daerah, diper ukan
adanya suatu ketentuan yang tertuang dalam
bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat @ 1. Urdang—undang Wo. 5 Tahun 1974 tentang
2 Pokok - pokok Pemerintahan D:i Daerah ;

2: Undang—'undang No. 13 Tahun 1950 jo. Pe-
raturan Pemerntah No. 32 Tahun 1950 ten-
! tang Pembentukan' Daerah-Daerah Kabupaten
dalam "lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang ;undéng No. 5 Tahun 1962, jo.
Undang udang No. 6 Tahun 1569 tentang
Perusahaan Daerah

Denzan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatea
Daerah Tingkat II Rembang.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II REMBANG TENTANG
PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH

BAB 1

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1
'(l) Dalam Puraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang ;

b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang ; I

¢. DPRD. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

d. Ancka Perusahaan Da-:rah ialah Aneka Perusahaan Daerah

Kabupaten Dati II Rembang disingkat dengan Aneka Pe-
rusda Rembang ;

e. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

f. Direksi ialah Direksi Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1I Rembang ;

g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Aneka Perusahaan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

(2) Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Hukum yzng kedu-
dukanoya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB 11

NAMA DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Nama Perusahaan adalah : Aneka Perusahaan Daerah Ka-

bupaten Daerah Tingkat Ii Rembang atau disingkat ” Aneka
Perusda ” ' :
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Pasal 3

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

a. Pembangunan Daerah;

Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam memajukan

kesejahteraan rakyat serta usaha meningkatkan peadapatzn
Daerah dalam bentuk Perusahaan.

BAB I

BIDANG USAHA

Pasal 4

Bidang usaha meliputi :

—
-

Bidang Agraria ;
Bidang Pertambangan;
Bidang Perikanan/pertenakan ;

Bidang Perindustrian :

v o W N

Eidang Usaha Jasa / Perdagangan ;
BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT - UNIT PERUSAHAAN

Pasal 5

Pembentukan tiap - tiap Unit Perusahaan diteguhkan dengan
sural Keputusan Kepazla Daerah setelah mendengar pertimbangan
Badan rengawas Perusahaan Daerah,

BAB V

M © D AL

Pasal 6

(1) Neraca permulaan Aneka Perusahaan Dazrah terdiri atas

s:mua aktiva dan pasiva dari proyek - proyek yapg dileour
menurut Peraturan Daerah ini;
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(2) Modal dasar Aneka Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan

(3)

4

(t

(2)

(3)

“

(1

Daerah yang dipisahkan dan bila dipandang perlu dalam ben-
tuk kerja sama permodalan dengan pihak lain;

Modal Perusahaan tersebut pada avat (2) dapat ditambah

dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan
Keputusan DPRD. ;

Semua alat likwid disimpan dalam Bank Daerah /Bank Negara
lainva.

EAB VI

PENGFLOLA/N PERUSAHAAN

Pasal 7

Aneka Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang
terdiri dari :

a. seorang Direktur dan Wakilnya atau

b. Direktur Utama yang dibantu sebanyak - banyaknya 2 dua)
orang direktur ;

Anggauta Direksi adalab Warga Negara Indonesia yang diang-

kat dan d berhesntikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan
Badan Pengawas ;

Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang dike-
tahui oleh Kepala Daerah ;

Pengangkatan termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangla
waktu 4 empat) tahun, dan setelah waktu terakhir, anggauta
vang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 8

Anzgauta Direksi bzrhenti karena meninggal dunia atau dapat
diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

a. permintaan sendiri ;

b. berakhirnya masa sebagai Anggauta Direksi termaksud pada
pasal 7 ayat (4) ;
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c. tindakan yang merugikan perusahaan;

d. tindakan atau sikap yang bertentangan deagan kepentingan
Daerah maupun kepentingan Negara;

Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c
dan d, jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hu-
kum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;

Sebelum diberhentikan karena alasan terssbut pada ayat (1)
huruf c. dan huruf d. dilakukan, maka anggauta Direksi yang
bersangkutan dibasri kesempatan uatuk membela diri yang
harus dilaksanakan dal.m waktu | bulan setelah diberta-
kukan kepadanya teatsng niat akan pemoerhsntian itu oleh
'chai; Daeran ;

Sel ma Anggauta Direksi m=nunggu penyelesaian karena tinda-
kan t2rsebut pada avat (1) huruf c dan d. maka anggauta
Dirckst yang be sangkutan dikenakan schorsing, se'anjutnya
jika yang bersangsutan ternyata tidak bersalch, Kepala Daeraa
mepgurungkan nrataya.

Pasal 9

Anggauta Direksi tidik bolsh ada hubungan keluarga sampai
dengun dersjat Ketiga baik menurut gins lurus maupun gars
kesamping, Kecualijika untuk kcpamingﬁn perusahaan difjink~n
olech Kepula Daerah, jixa sesudah penganpkaran mereka ma-
suk periparan yang terlarang itu, maka uncuk melanjutkan
jabaiannya diperlukan idzin Badan Pengawas;

A

Angauta Direk:i tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi
jangsung atau t dak langsung, dal.m perusahaan yang bertu-
juan meacarl laba ;

Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali
seidzia badan Pengawas;

Pasal 10

Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan ;
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Direksi dapat mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang/
beberapa crang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun
bersama-sima atau kepada orang/ badan lain.

Pasal 11

Direksi melak:anakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan
menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas

Perusahaan Daerah dengan Kebijaksanaan Umum dari Peme-
rintah Daerah ;

Tata tertip dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam
Peraturan yang d'tetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
Badan Pergawas Perusahazn Daerah.

P.sal 12

Direksi memeriukan surat persctujuan Kepala Daerah untuk
hal - hal yang terssbut dibawah ini ;

a. meminjim warg atas nama perusahaan dan mengadakan
perjanjian hutang pibutang;

b. nengikat perusasaan sebagai agunan ;

C. memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda-benda
bergerak dan tidak bergerak ; '

Silamana Direksi berhzlangan, maka tugasnya dilakukan ole1

salah seorang Anggaata Direksi yang tertua dalam jabatannya.

BAB VIl

EADEAN - PENGAWAS

Pasal 13

Badan Tengawas diangkat dan diketahui oleh Kepala Caerak
dan Anggauta-anggautanya terdiri dari upsur- unsur Pemerin-

tah Dzerch yang ditentukan oieh Kepula Daerah ;

Fadan Pengawas menetapkan kebijaksanzan perusahaan secara
tercizh sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerak;
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(3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas Direksi;

(4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan
olek Badan Pengawas;

(5) Kepada Ketua dan para Anggauta B:dan Pengawas dapat di-
berikan imbalan jasa yapg diaiur oleh Kepala Daerah.

EAB VI

TANCCGUNG JAWAE DAN TUNTUTAN GENTI RUGI

PEGAWAI

Paszl 14

(1) Semua Pegawai Perusahzzp. termasuk Anggauta Direksi dalam
kedudukznnya, vang tidak direri tugas penyimpanan uang, su-
rat - surat terharga dan bharang - berang peisediaan, yang
karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan ke-
wajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan
lapgsung atau tidak langsupg telah menimbulkan kerugian
dari perusabaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;

(2) Ke'entuan - ketentuan tenting tuntutan ganti rugi terhadap

Pegawai Daerah berlaku sipenuhnya terhadap Pegawai Perusa-
haan;

(3] Sermrua Pegawai Peruszhaan yang dibebani tugas penyimpanan
pembayaran atau penyera-an uang, surat-surat berharga milik
perusahazan dan barang-barang persdiaan milik perusahaan
vang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpansn yang
xnusus din semata-mata digunakan untuk keperiuan itu diwa-
Jibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan
tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah;

(4, Pegiwai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan
psrtanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada Ba-
dan dimaksud pada avat (3), tuntutan terhad p Tegawal
ters=but dilakukan mznurut ketesatuan yang berlaku bagi Een-
dabarawan Duaeral;
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(5, Semua surat bukti/dan surat lainnya bagaimanapun juga sifat-
nya termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusanzan
disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditun-
juk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipin-
dahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3 ) dalam +hal
dianggapnva perlu untuk kepentingan sesuatu psmeriksaan ;

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penstapan pajak
dan Pengawasan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya
termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan
ketempat yang ditunjuk Kepala Daerah: -

(7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari
ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganii rugi vang berlaku
bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termiksud pada ayat (3)
vang disesuaikan de-gan struktur/organisasi Perusahaan itu
sendi.i. '

BA=Z 11X
TAHUN - BUKU
Pasal 15

Tahun buku Peruszhaan adalah tahun takwin.

BAB X

AMNMGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 16

(1; Selambat-lambataya tiga hulan sebelum tahun buku mulii
berlaku, Direksi mengirimkan -Rencana Angearan Peruszhain
votuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;

2) Apabila Badan Pengawas mengemukakan kebzratan atau men»-
lak provek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan itu,
m#ka berlaku Anggaran Perusahaan tahua sebelumnya;

(3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjici

dalam tahun buku yang bersangkutan barus mendapat pers:-
tujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas,
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BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 17

Laporan perhitungan hasil usaha, berkala dan kegiatan
Perusahaan dikirimkan o eh Direksi kepada Badan Pengawas sekali
setiap 3 bulan, daa jika dipandang perlu setiap saat Badan Pe-
ngawas, dapat minta laporan tersebut.

BAB Xl

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 18

(1, Untuk tiap tahum buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan
tahupan laba rugi kepi:da Badan Pengawas selambat - lambat-
nya 3 bulan sesudahnya tahun buku;

2) Dalam perhitungan tahunan harus disebutkan cara penilaian
P9s - pos ; !
(3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yapg tersebut pada

ayat (1) oleh Badan Pengawas tidak ciajukan keberatan ter-
tulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan ;

(4) Perhitungan tahunan term:ksud pada ayat (1) diseshkan oleh
Badan Pengawas dun pengesahan termaksud memberi kebebasan
kepada Direksi, terhaedap segala sesuatu termuat dalam perhi-
tungan tahunan tersebut.

BAB Xt

PENETAPAN DAN PENGGUNAAK LABA SERTA

FEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 19
i1, Cadangan diam dan [ «tau rahasia tidak boleh diadakan ;

(2, Pengzuncan laba bersih, setelah dkurangi dengan penyusutan
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cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam pe-
rusahaan, ditetapkan sebagai terikut;

a. untuk dana Pembangunan Daerah ...c.ecececsssecsecnnn 30 %43
b. untuk Anggaran Belanja Daerah a..iceeceescsesscenea 25 %3
C. untuk cadangan UMUM .eeeeceeeeessssssoasssssassosssnsess 20 76 3

d. untuk cadansan sosial dan pendidikan .....cceeeciiens 5%

¢. untuk jasa produksi...eseeissssessessereniensrnssasroensniroas 10%:
f. untuk dana pensiun dan s0KONgan .eeieecreermiiinnnaas 10 951

Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah terca-
pai tujuanoya dapat dialihkan kepadz penggunaan lain dengan
keputusan Kepa a Daerah ;

Cara mengurus dan penggunazan dana penyusutan dan cadang-

an tujuan termaksud pada ayat (2) ditetapkan oieh Badan
Pengawas, i

BAB X1V

KEPEGAWATIPAN

Pasal 29

) Kedudukan Hukum Kepegawaian, gaji dan pensiun laryawan

Perusahaan. diatur merurut Peraturan Perunding - undangan
yanz berlaku untuk pegawai Daerah;

Kedudukan Hukum Kepegawaian, gaji dan penghasilan Direksi
ditentukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Pera-

turan Perundang - undangan yang berlaku untuk Pegawai
Daerzh .

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Pe-
rusahain menurut Peraturan Kezegawaian dengan persetujuan
Badan Pengawas berdasarkan Peraturan pokok kepezawzian
Perusahaan dimaksud pada ayat (1),

BAB XV
K ONTROTLE

Pasal 21

Dengan tidak mengurang' hak Instansi atasan dan Badan

lain yang menurut Peraturan Perundang - undangan yang beilaku,
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berwenang mengadakan penyelidikan dan Pemeriksaan tentang
segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah,
oleh Kepala Daerah ditunjuk Imspektorat Wilayah/Daerah melaku-

kan kontrole atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta
tanggung jawabnya,

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

BAB XVi

PEMBUBARAN

Pasal 22

Pembubaran Perusahaan Daerah dan penusjukan Panitia li-
kwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi
dibagi menurut perimbangan milai nominal saham ;

Pertanggungan jawab likwiditur dilakukan kepada Pemerintah
Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentaag
pekerjaan yang telah disslesaikannya ;

Dalam likwidasi, Daerah dan pemegang saham bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila
kerugian itu disebabkan oleh karena nersca dan perhitungan

laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan
Perusahaan yang sebsnarnya.

BAB XVIl

KETENTUAN-PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Teraturan Daerah ini diten-

tukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai
pelaksanaannya ;

. Peraturan Daerah dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Rembang ten'ang '’ Pendirian Aneka Peru-
sabaan Daerah ®,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesu-

. dah hari pengundangannya.
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Rembang, 31 - 1 - 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ' Bupati Kepa'a Daerzh Tingkat 11
Kabupaten Daerah Tingkat Il '
REMBANG 5o e REMBANG
Ketua,
titids
ttd. -
(H. M. CHOLIL BISRI) . ( SOERATMAN SH. )
Wakil Ketua ) Nip. 230011686
DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Java - Tengah

Tanggal 12 - 4- 1980 No. : 188.3/59 /1980
Sekretaris Wllayah/ Daerah
8. / Kepala Biro - Hukum;

ttd.

(NAWAW! SH)
I\lp 500u26890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerzh Tingkat 11

Rembang Seri C, Nomor 1 Tahun 1930
tanggal 21 - April - 1980

Sekretaris Wilayah /Daerah ;

ttd.

( SOE#MOJO HADIWINOTO SH. )
Nip. 500030937




PENJELASAN ATAS

FERATURAN DAERAH KA3UPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 2 TAHUN : 1980

TENTANG

PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAEAN DAERAH
ATAU DISINGKAT DENGAN
ANEKA PERUVSCA REMBANG

PENJELASAN UMUM

Berdirinya Anecka Terusahaan Daerah adslah berlandaskan
pada azas Ekonomi Pejusahaan seperti  yang tercantum dalam
pesal 5 ayat (4) Undang-undang No 5 Tahun 1962 yang menya-
takan : ” Cabang- cabeng Prcduksi yang peating bagi daerah dan
yang menzuasi hajat hidup crang banvak di Daerah yang ber-
sangkutan diusahakzn o'eh Perusahaan Daerah yang wodalnya
untuk sejuruhnya merurak.n kekayaan Dacrah vang dipisakkan™.

Kemudian azas tersebut dipertegas lagr sejzk dikeluarkan
Undang-undang No. 5 ahun 1974 pasal 59 ayat 1) yang antara
lain menyatakan bahwa : Pemerintah Dasrah darat mengadakan
Perusahaan Daerah yaog penvelenggéraan dan pembinaannya di-
lakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaszn.

Berdacarkan pedoman tersebut diatas moks Perusahaan
Daerzh ini dibuat dengan tvjuan disgmping uniuk menjamin ada-
nya landasan yang kuat teatang berdirinya Aneka Perusahaan
yeng sekaligus adaizh merupakan perwujudan dari pasal 60 ayat
(1) Undang-undang No 5 Tahun 1974, Juga adalah untuk me-
nunjang peaksanaan Pembangunan di Daerah khususnya dan
Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya,

PENJELASAN P:\SAL@DEMI PASAL

Pasal 1, 2, 3, dan 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas,
Pasal 5 ayat (1) ¢ Cukup jelas.



ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Pasal 7 ayat (1)

ayat (2)

-
.

R

dimaksudkan bahwa modal Perusahaan
disisihkan/dipisahkan dari anggaran da-
ri anggaran Keuangan Daerah.

dimaksudkan bahwa Daersh masih di-
beri kemungkinan untuk menambah mo-
dal Perusahaan dengan jalan menyisih-
kan lagi sejumlah uang kekayaan lainnya
dari Anggaran Daerah dengan keputusan
DPRD.

dimaksudkan bilamana didaerah yang
bersangkutan ada Bank Daerah, maka
alat likwide disimpan dalam Bank Da-
erah tersebut/cabangnya tetapi jika tidak
ada, dapat juga disimpan dalam Bank
Pemerintah lainnya (tidak boleh pada
Lank Swasta ),

diberikan dua kemungkinan dimaksud
bila kapasitas Perusahaan masih kecil
sebaiknya dipilih alternatif a, sedang
jika kapasitas Perusahaan sudah cukup
besar, dapat dipakai alternatif b.

: Badan Pengawas da'am hal ini dimak-

ayat (3) dan (4) :

Pasal 8
Pasal 9 ayat (1) dan (2)
ayat (3)

Pasal 10 dan 11
Pasal 12 ayat (1) sub a

sudkan agar Kepala Daerah dalam me-
ngawasi Perusahaan dapat dibantu oleh
anggauta - anggautanya Badan tersebut.

Cukup jelas,

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Ini dimaksukkan agar anggauta Direk-

si dapat bekerja sepenuhoya dalam
Perusahaan.

: Cukup jelas,
! Cukup jelas.



Pasal 12 ayat (1) sub b
Pasal 12 ayat (1) sub ¢

Pasal 12 ayat (2)
Pasal 13 ayat (1)

ayat (2), (3), (4) dan (5)

.

Pasal 14,15,16,17 dan 18 ;

Pasal 19 ayat (1)
ayat (2)

= e

adalah sebagai benda jaminan.

Yang dimaksud dengan mengasingkan
adalah memberikan wewenang Direksi
atas persetujuan Bupati Kepala Daerah
untuk mengadakan pinjaman dengan
tanggungan benda- benda milik perusa-
haan yaog bergerak maupun tidak ber-
gerak ( tefap )

Cukup jelas.

Badan Pengawas diangkat dan diketuai
oleh Kepala Daerah dan anggauta-ang-—
gautanya terdiri dari unsur - unsur
Pemerintah Daerah yang ditentukan
cleh Kepala Daerah,

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas,

: Yang dimaksud dengan laba bersih ada-

ayat (3; dan (4) :

Pasal 20 ayat (1)

lah sisa yang telah dipotong penyu-
sutan cadangan tujuan paj:k can lan-
l.in, beban tetap perusahaan dan ba-
gian keunturgan diatas yang terbesar
untuk pembangunan daerah, sedang si-
sanya 459 untuk pengembangan peru-
sahaan berkat dana-dana sosial yang
ada hubungan dengan ketentuan peru-
sahaan seperti jasa produksi, pensiunan,
perumahan karyawan dan sebagainya.

Cukup jelas.

: untuk menentukan hukum kepegawaian,

gaji dan pensiunan Karyawan Perusa-
haan Daerah diatur menurut Peraturan
Perundang undangan yang berlaku untuk
Pegawai Daerah dan Perusahaan Negara
( PP. No 23 Tahun 1567)
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ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
Fasal 2}

Dimaksud selain Instansi atasan, ma-
ka Inspektorat Daerah yang bersang-
kutan yang biasanya tugas mengontrol
keuanean Daerah berhak pula mengon- ®

trol pengurusan dan Pembinaan Peru-
szhaan Daerah,
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Pesal 24 ayat 1) Bilamana Perusihian dibubarkan kare-

na tidzk mubpgkin dilanjutkan lagi,
maka pembubaran dan penunjukan Pa-
nitia likwidasinya - harus d:tetapken
dengan Peraturan Dasrah, karena Pem-
bentukanoya juga dengan  Peraturan
Daerah.

ayat (2) ¢ Dimaksudkan bilamana ada saham pi-
hak lain maka kekayaan setelah diij- -
kwidasi dibzhi antara Pemerintz:h Dae-
rah dengan pemegang saham lainnya
menurut  perband'ngan =nilai nominal
saham - saham

ayat (3) ¢ Cukup jelas.

ayat (4) ¢ Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas,



